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ABSTRACT

Marketplace is an online market system where consumers can meet
indirectly with sellers. By implementing a joint account system, marketplace
becomes the shopping choice of the most popular consumers. In Indonesia there
are several marketplaces that are often used by consumers including Tokopedia,
Shopee and Lazada. The various conveniences and features provided by the three
marketplaces are still more or less an imbalance between the rights and obligations
of sellers and consumers as well as with the contractual terms system applied.
Inconsistencies between the system requirements and provisions with the
implementation among them products received by consumers not in accordance
with orders, unilateral cancellation from sellers or marketplaces, orders
experiencing delays, undeliverable items, goods received by consumers damaged
or defective and fraud. These conditions cause consumers to suffer losses and the
need to protec the rights of consumer in buying and selling in the marketplace. As
for from the three marketplaces, it is necessary to know a marketplace that is more
protective of consumers so that it can be a reference for consumers in choosing
safer online trading.

This research method uses a qualitative method with the type of research in
the form of field research which in analyzing the protection of transactions online
trading of marketplace Tokopedia, Shopee and Lazada based on the approach of
positive law and Islamic law.This research is a descriptive analysis, which explains
the data obtained from observations in the related marketpace and the results of
consumer interviews that have been disadvantaged by related marketplaces which
is then analyzed in depth.

Based on the results of the study it can be concluded that the description of
consumer protection in the Tokopedia, Shopee and Lazada with the Center for
Resolution, Guarantee and form of return of goods / funds. Based on the review of
the positive law the three marketplaces have provided complete information
relating to the terms of the contract, compensation in the form of refunds/goods,
and dispute resolution. There are still sellers in the marketplace who have not
fulfilled consumer rights such as, the right to obtain goods and/or services in
accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised, the
right to correct, clear and honest information about the conditions and guarantees
of goods and/or services , the right to obtain compensation, compensation and/or
compensation and violates article 16 of the UUPK and does not comply with article
28 paragraph 1 of the ITE Law in the event of fraud. Based on the review of Islamic
Law, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics because
there are still sellers who have not fulfilled the rights of consumers in Islamic law
by providing compensation (dhaman) so that it can damage the principle of az-
taradi consumers. Then there are some sellers who still commit fraud so buying and
selling is prohibited in Islamic law because it is a sale and purchase that contains
elements of garar. As for Tokopedia, Shopee and Lazada have implemented khiyar
asy-syart, khiya r al-"aib, and khiya r ar-ru’yah.

Keywords: Implementation of Consumer Protection, Tokopedia, Shopee,
Lazada, Khiyar, At-taradi.



ABSTRAK

Marketplace merupakan sistem pasar online dimana konsumen bisa bertemu
secara tidak langsung dengan penjual. Dengan menerapkan sistem rekening
bersama marketplace menjadi pilihan belanja online yang paling banyak diminati
konsumen. Di Indonesia terdapat beberapa marketplace yang sering digunakan oleh
para konsumen diantaranya Tokopedia, Shopee dan Lazada. Berbagai kemudahan
dan fitur yang diberikan ketiga marketplace tersebut kurang lebih masih terjadi
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan konsumen serta dengan
sistem syarat kontrak yang diberlakukan. Inkonsistensi antara sistem syarat dan
kententuan dengan implementasi tersebut diantaranya produk yang diterima
konsumen tidak sesuai pesanan, pembatalan sepihak dari penjual atau marketplace,
pesanan mengalami keterlambatan, barang tidak terkirim, barang yang diterima
konsumen rusak atau cacat dan penipuan. Keadaan tersebut menimbulkan
konsumen mengalami kerugian dan perlunya perlidungan hak-hak konsumen dalam
jual beli di marketplace. Adapun dari ketiga marketplace tersebut perlu diketahui
marketplace yang lebih melindungi konsumen sehingga bisa menjadi rujukan bagi
konsumen dalam memilih jual beli online yang lebih aman.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian berupa field research yang mana dalam menganalisa perlindungan
transaksi jual beli online marketplace Tokopedia, Shopee dan Lazada berdasarkan
pendekatan Hukum positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif
analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperolen dari pengamatan di
marketpace terkait serta hasil wawancara konsumen yang pernah dirugikan oleh
marketplace terkait yang kemudian dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran
perlindungan konsumen di marketplace Tokopedia, Shopee dan Lazada dengan
adanya Pusat Resolusi, Garansi dan formulir pengembalian barang/dana.
Berdasarkan tinjauan Hukum positif ketiga marketplace tersebut telah memberikan
informasi lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, ganti rugi berupa pengembalian
dana/barang, dan penyelesaian sengketa. Adapun penjual di marketlace masih ada
yang belum memenuhi hak konsumen seperti, hak untuk mendapatkan barang
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
dan melanggar pasal 16 UUPK serta tidak sesuai pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam hal
penipuan. Berdasar tinjauan Hukum Islam, belum sesuai dengan asas-asas etika
bisnis Islam karena masih terdapat penjual yang belum memenuhi hak-hak
konsumen dalam hukum Islam dengan memberikan ganti rugi (dhaman) sehingga
dapat merusak prinsip at-zaradi konsumen. Kemudian ada beberapa penjual yang
masih melakukan penipuan sehingga jual beli tersebut dilarang dalam hukum Islam
karena merupakan jual beli yang mengandung unsur garar. Adapun Tokopedia,
Shopee dan Lazada telah menerapkan khiyar asy-syart, khiyar al-"aib, dan khiyar
ar-ru’yah.

Kata kunci: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Tokopedia, Shopee,
Lazada, , Khiyar, At-Taradi



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sri Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama . Sri Lestari
NIM : 16380065
Judul . “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam

Transaksi Jual Beli Secara Online di Marketplace
Tokopedia, Shopee dan Lazada (Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam)”

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Illmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas
dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikkum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1441 H.
30 April 2020 M.

Pembimbing,

e

—

Dr. Abdul Mughits, S.Aqg., M.Aqg.
NIP. 19760920 200501 1 002




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

m 11, Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) $456 14 Yogyakarta S5281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-A87Un 02DSAP 097572020

Tugas Akhir dengan judul ‘PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI SECARA ONLINE DI MARKETPLACE  TOKOPEDIA, SHOPEE, DAN
LAZADA (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh;

Nama : SRILESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380065

Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir tA

dinyatakan telah diterima oleh Fakulias Syari‘ah don Hukum UIN Sunan Kalijapa Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
B Ketun Sidang/Penguji |

72 Dr. Abdul Mughits, S.Ag.. MAg.
SIGNED

B Penguji 11

§ Dr. H. Hamim Myas, M.Ag.
SIGNED

S Yogyakarta, 19 Mei 2020
{§ UIN Sunan Kalijage
f=  Dekan Pakultas Syari'sh dan Hukum

4, Dr. 1L Agus Moh. Najib, S Ag. M.Ag.
» SIGNED




& Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama - Sri Lestari
NIM 16380065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari‘ah (Muamalah)

Fakultas - Syariah dan Hukum

Menyatakan  dengan  sesunggubnya  bahwa sknpsi sava  vang  berjudul
“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara
Online di Marketplace Tokopedia, Shopee dan Lazada (Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam)"adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang
saya lakukan sendin dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan mi saya buat dengan sebenar-benamya.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1441 H.
30 April 2020 M.

Yang menyatakan,

Vi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya serta kelancaran dalam

menyelesaikan karya ini.

Ibuku tercinta, Paman, Budhe, Nenek, Sepupu serta Keluarga Besar Saya.
Sahabat, Teman-teman, Rekan dan Orang-orang disekitar Saya.
Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, motivasi dan dukungan yang
telah diberikan selama ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua

dalam meraih kesuksesan.

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987

tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

-] Ba’ B Be

&5 Ta’ T Te

& sa’ $ s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

C Ha&’ h Ha (dengan titik di bawah)
- Kha’ Kh Kdan h

> Dal D De

5 Zal Z Z (dengan titik di atas)

) Ra’ R Er

) Za’ Z Zet

o Sin S Es

53 Syin Sy Es dan ye

P Séd S Es (dengan titik di bawah)

viii




e
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G

‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nin
Wawu
Ha’
Hamzah

Ya’

De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

3

el

3

cm
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata




1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
FR Ditulis hikmah
4=U= Ditulis Jizyah

2. Bilata’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

NUPNERER Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’” Marbutah hidup dengan harakat fathas, kasras dan dammah

ditulis t

Lhall 385 Ditulis

Zakat al-figr

D. Vokal Pendek

- fathah
_ Kasrah
2 dammah

Ditulis

Ditulis

Ditulis




E. Vokal Panjang

fathah+alif Ditulis A
Olals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
s Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AP Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
s Ditulis furiid

F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditulis Ai
R Ditulis bainakum
fathas+wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

il

Ditulis

Ditulis

b
a antum

La’in syakartum

Xi




H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

OIAl Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang A/if+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

o] Ditulis as-Sama

ol Ditulis as-Syams

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid

AL AT Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.! Dalam Islam telah banyak diatur
tentang ketentuan dalam melakukan jual beli. Baik dari rukun jual beli, syarat sah
jual beli, macam-macam jual beli hingga hal-hal yang dilarang dalam melakukan
transaksi jual beli. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan internet
turut mempengaruhi aktifitas perekonomian. Kemudahan akses dalam memenuhi
berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan internet mendorong manusia khususnya
pelaku bisnis melakukan berbagai inovasi baru. Dengan internet pelaku bisnis
semakin mudah dalam mendapatkan informasi dan melakukan berbagai aktifitas
bisnis seperti jual beli, pemasaran dan pelayanan pelanggan.

Jual beli yang pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemunya antara
penjual dan pembeli secara langsung, kini jual beli dapat dilakukan dari jarak jauh.
Penjual dan pembeli tanpa perlu bertatap muka dapat melakukan suatu kesepakatan
untuk mengadakan sebuah transaksi jual beli secara online. Pada proses transaksi
jual beli secara online calon pembeli hanya perlu melihat gambar barang yang akan

dibeli. Kesepakatan terjadi pada saat pembeli setuju dan bersedia untuk melakukan

'Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), him. 68.



pembayaran terhadap barang yang akan dibeli. Barang yang telah disepakati akan
dikirimkan oleh penjual setelah pembeli melakukan pembayaran. Proses transaksi
jual beli akan selesai pada saat barang telah sampai dan diterima oleh pihak
pembeli. Transaksi jual beli secara online merupakan sebuah proses pembelian dan
penjualan secara elektronik atas barang atau jasa dan informasi.

Proses transaksi jual beli secara online disebut juga sebagai e-commerce. E-
commerce menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk
memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh
dunia.?2E-commerce merupakan website yang menyediakan transaksi jual beli
secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana
terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver.>E-commerce
mengubah cara konsumen bertransaksi. Dengan bantuan internet, bisnis e-
commerce menembus batas-batas dan memberi konsumen akses yang lebih besar
pada barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Persaingan perdagangan yang
ketat telah memberi konsumen keuntungan dalam transaksi online, terutama dalam
mendapatkan produk barang dan jasa.* Terdapat 5 (lima) model bisnis yang diusung
oleh pelaku bisnis e-commerce di Indonesia, yaitu classifieds/listing/iklan baris,

marketplace, shopping mall, toko online business to consumer, toko online di media

2 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia (Yogyakarta: FH UlI Press, 2009), him. 33.

3 Adi Sulistyo Nugroho, E-commerce; Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Ekuilbria,
2016), him. 06.

4Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik (Bandung: Nusa Media, 2017),
him. 85.



sosial.® Kelima e-commerce ini masing-masing memiliki perbedaan yang nyata dari
hubugan antara produsen dengan konsumen, cara kerja atau pelaksanaannya dan
metode transaksi.

Marketplace merupakan model bisnis dimana website dan aplikasi yang
bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi
juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Kegiatan jual beli di marketplace
menggunakan fasilitas transaksi online seperti layanan escrow atau rekening pihak
ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang
pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang belum sampai,
uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal maka uang
akan dikembalikan ke tangan pembeli.® Data marketplace di Indonesia terdapat
beberapa yang memiliki ranking teratas berdasarkan rata-rata pengunjung website
di setiap kuartal, ranking aplikasi, pengikut media sosial dan jumlah karyawan.
Tokopedia, Shopee, dan Lazada berada ranking teratas.” Selain marketplace
tersebut, di Indonesia juga hadir marketplace Bukalapak, Blibi, Elevenia, Zalora,
JD.ID, Bhineka, dan Matahari Mall.

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan pada
tahun 2009. Tokopedia memiliki misi untuk melakukan pemerataan ekonomi di

Indonesia dengan teknologi digital. Misi tersebut dilakukan Tokopedia dengan

®Ibid., him. 21.
®Ibid., him. 23.

"https://www.google.com/amp/s/iprice.co.id/insights/mapofecommerce, diakses tanggal
September 2019.



mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan individu
supaya mengembangkan usaha dengan membuka toko online.® Sebagai
marketplace yang menerapkan sistem escrow atau rekening bersama, Tokopedia
merupakan e-commerce dengan model consumer to consumer.

Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada dibawah naungan
SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee pertama kali masuk ke
Indonesia pada bulan Desember 2015. Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar
consumer to consumer, namun setelah meluncurkan Shopee Mall yang merupakan
platform toko daring untuk distribusi brand ternama, Shopee beralih menjadi
consumer to consumer dan business to consumer.’Shopee sebagai sarana jual beli
online menyediakan berbagai produk yang mencakup fashion, gadget, alat
kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, otomotif, perlengkapan rumah,
makanan dan minuman, souvenir dan pesta hingga voucher belanja. Sebagai wadah
belanja online Shopee lebih fokus pada platform mobile yang memudahkan orang-
orang dalam mencari, berbelanja dan berjualan. Shopee menyediakan fitur live chat
yangmemudahkan penjual dan calon pembeli berkomunikasi secara langsung
sebelum melakukan pembelian, calon konsumen dapat memastikan ketersediaan
barang secara langsung, melakukan penawaran harga, dan hal ini untuk menjaga

keamanan dalam melakukan transaksi.

8Tim Wikipedia, “Tentang Tokopedia” dikutip dari id.wikipedia.com, diakses pada 14
November 2019.

°Tim Wikipedia, “Shopee Indonesia” dikutip dari id.wikipedia.com, diakses pada 13
November 2019.



Lazada merupakan marketplace yang didirikan pada tahun 2012 dan mulai
mengoperasikan situsnya di beberapa negara Asia Tenggara pada tahun 2014.
Selain bisa diakses melalu aplikasi mobile, Lazada Indonesia juga menyediakan
website belanja online yaitu www.lazada.co.id. Lazada menyediakan berbagai
pilihan pembayaran yang mudah dan aman yaitu, pembayaran melalui kartu kredit,
transfer antar bank dan bayar ditempat (Cash on Delivery). Lazada menyediakan
dan menawarkan berbagai produk seperti, perlengkapan bayi, perlengkapan rumah
tangga, perlengkapan travelling, olahraga, alat kosmetik, dan elektronik.

Pemanfaatan media transaksi elektronik dalam dunia perdagangan sangat
membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat
Indonesia pada khususnya.® Kemudahan transaksi jual beli dan banyaknya diskon
serta adanya sistem gratis ongkos kirim di marketplace membuat lalu lintas belanja
berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Akibatnya, mungkin saja secara fisik
konsumen tidak dapat mengenal produsen atau penjual, karena mereka bermukim
ditempat yang berbeda.!* Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi
elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak
yang melakukan transaksi melalui internet.*> Meningkatnya konsumen dan

meningkatnya jumlah transaksi belanja maka masalah-masalah antar konsumen

°Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce (Jakarta: Jurnal
Hukum Bisnis, 2000), him. 14.

11 Imam Sjahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Bandung: P.T.
Alumni, 2010), him. 7.

2Ipid.



dengan marketplace sebagai pihak penyedia lapak maupun penjual yang ada dalam
marketplace akan semakin tinggi juga.

Perlindungan hukum pada transaksi jual beli secara elektronik menjadi
perhatian penting khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus
kerugian yang dialami oleh konsumen.**Menyangkut barang yang dikirimkan oleh
pelaku usaha, misalnya barang tersebut terjadi keterlambatan pengiriman yang
berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang
dikirimkan cacat, barang yang tidak dikirim, dan lain-lain.}* Menyangkut
pembeliandan pembayaran oleh konsumen disangkal kebenarannya oleh pelaku
usaha, misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan
kurang dari yang tercantum di dalam pembelianyang dikirimkan secara elektronik
atau harga per unit dari barang yang di pesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi
dari pada harga yang dicantumkan di dalam pembelian.**Menyangkut informasi,
tidak adanya keterjaminan informasi pada barang sehingga barang yang dikirim
tidak sesuai dengan pesanan, respon yang kurang ditanggapi oleh pihak

marketplace dan adanya penipuan dari penjual. Permasalahan-permasalahan diatas

13Desy Ary Setyawati dkk, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Law Journal Fakultas Hukum Universitas
Syiah Kuala, No. 3, Vol. 1 (Desember 2017), him. 37.

4Abdul  Halim Barkatullah, “Tinjauan Bisnis E-Commerce www.sanur.co.id”(
Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada,2003), him. 150.

15Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2001), him. 347.



juga ditemukan di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dengan
karakteristik e-commerce seperti itu hak-hak konsumen perlu dilindungi.

Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang aktifitas transaksi e-commerce
antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik. Selain itu terkait perjanjian antara pihak telah diatur dalam
KUHPerdata. Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang
merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena
Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga sebagai
konstitusi ekonomi.'® Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 (empat) telah ditetapkan 9 (sembilan)
tentang hak-hak konsumen. Di sampin g Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
disebutkan :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.”’

Pelaku usaha maupun pihak ketiga yaitu marketplace tentunya perlu

mengindahkan peraturan yang telah berlaku terkait hak dan kewajiban pelaku

18Jilmy Asshiddigie, Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan
Realitas Masa Depan (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), him. 1-2.

7Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Pasal 9.



usaha. Begitu juga konsumen, harus lebih cerdas dalam melakukan belanja secara
online, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang
kewajiban konsumen. Data bidang Pengaduan dan Hukum Y LKI, pengaduan yang
terkait ekonomi digital menduduki ranking pertama selama 3 (tiga) tahun terakhir,
berkisar 16-20 persen dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI,
pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerce.*® Adapun permasalahan yang
sering diadukan kepada YLKI adalah pesanan barang yang belum sampai, cacat
produk, sulithnya proses pengembalian barang, hingga proses refund atau
pengembalian uang.*® Meskipun telah ada perlindungan hukum mengenai hak-hak
konsumen dalam transaksi jual beli baik secara online maupun offline, akan tetapi
perlu adanya edukasi untuk konsumen terkait toko-toko online yang telah
memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

Dalam Islam pada dasarnya jual beli harus dilandasi prinsip suka sama suka

tanpa adanya unsur penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :
aSia Ul 5 B lad (eSS YY) Jlalally Sy A< gall slSLY) gial ¢l Ll

lasn 5 55 oIS 4o ) el SV g

18 www.ylki.or.id (diakses pada 09 November 2019 pukul 15.27 WIB).

¥Pramdia Arhando Julianto, YLKI: Meski Dirugikan, Konsumen Indonesia Takut Melapor,
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/153100426/ylki--meski-dirugikan-konsumen-
indonesia -takut-melapor (diakses pada 01 April 2018).

An-Nisa (4) : 29.



Dalam surah An-Nisa:29 telah menjadi landasan tentang transaksi dan kompensasi.
Jual beli harus adanya prinsip suka sama suka. Dalam hal ini aspek-aspek yang
melengkapi prinsip suka sama suka harus terpenuhi. At-zaradi(rela sama
rela)merupakan salah satu prinsip akad jual beli. Al Quran telah menerangkan
secara jelas di dalam ayatnya tentang persyaratan kontrak atau akad antara penjual
dan pembeli. Akad akan rusak apabila salah satu dari keduanya ada yang tidak rela.
Salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli di pasar virtual
yaitu dengan memberikan konsumen hak untuk memilih. Dalam Al Quran hak
untuk untuk memilih disebut kAiyar. Khiyar merupakan hak bagi salah satu pihak
yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.?!
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait dengan permasalahan-
permasalahan hak konsumen dalam transaksi jual beli di marketplace Tokopedia,
Shopee, dan Lazada,maka penyusun tertarik untuk mengkaji dari aspek hukum

positif dan hukum Islam.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran praktik perlindungan konsumen di marketplace
Tokopedia, Shopee, dan Lazada?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di 3 (tiga) marketplace tersebut

dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitiaan

ZDimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
him. 93.
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Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui gambaran praktik perlindungan konsumen di marketplace
Tokopedia, Shopee, dan Lazada.

b. Menjelaskan padangan Hukum Positif dan Hukum Islam perlindungan

konsumen terhadap marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan membangkitkan ketertarikan
pemahaman pembaca tentang perlindungan konsumen transaksi jual beli secara
online di marketplace dari pandangan hukum positif dan hukum Islam.
2. Secara praktis
a. Bagi pelaku usaha
Menjadi dasar sebagai pelaku usaha, sebaiknya memperhatikan produk
yang akan diperjual belikan di marketpalce. Dengan memberikan informasi
produk secara jelas, menjamin kepastian produk yang akan dikirim kepada
konsumen serta melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak
konsumen.
b. Bagi pihak Marketplace
Sebagai penyedia pasar virtual, diharapkan dapat bersinergi dengan pelaku
usaha dan kosumen dengan memperhatikan hak dan kewajian pelaku usaha
dan konsumen. Memberikan implementasi sesuai syarat dan ketentuan agar

hak konsumen dapat terpenuhi dan sesuai hukum yang berlaku. Marketplace



11

agar selalu melakukan manajemen pengawasan terhadap seluruh aktifitas
jual beli online.

c. Bagi Konsumen
Dengan penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan konsumen dalam
memilih marketplace yang telah memenuhi hak-hak konsumen baik secara
hukum positif maupun hukum Islam serta menjadi konsumen yang cerdas
sebelum melakukan transaksi jual beli online di marketplace.

d. Bagi penyusun
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang
dalam mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan

topik tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan dengan
penelitian yang akan dilakukan. Dimana Pembahasan mengenai e-commerce
tentunya sudah banyak dibahas dalam buku dan penelitian baik skripsi maupun
jurnal. Namun pembahasan tentang perbandingan penerapan perlindungan hak-hak
konsumen secara hukum positif dan hukum Islam di beberapa marketplace yang
banyak diminati oleh para konsumen masih terbatas. Pada umumnya marketplace
di kaji berdasarkan analisis hukum perlindungan konsumen secara positif dan hanya

satu marketlace. Dari beberapa literatur yang ditemukan oleh penyusun, terdapat
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beberapa karya ilmiah terdahulu terkait penelitian yang akan penyusun lakukan,
antara lain sebagai berikut :

Jurnal karya Ahmad Syaichoni yang berjudul “Perlindungan Konsumen
dalam Transaksi Bay’ al Salam dan E-Commerce (Komparasi Hukum Islam dan
Hukum Positif)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang komparasi bentuk jaminan
dari pelaku usaha kepada konsumen yang dilihat berdasarkan perspektif hukum
Islam dan hukum positif serta perlindungan hukum bagi konsumen untuk
menghindari kerugian di salah satu pihak ketika mengadakan transaksi jual beli
secara online. Jurnal ini fokus pada pembahasan bentuk jaminan dan garansi dari
pelaku usaha, kualitas dan kuantitas barang yang harus sesuai dengan yang
diperjanjikan dan sesuai dengan standar mutu yang diakui, serta perlindungan
informasi dan perlindungan penyelesaian sengketa dari kacamata Hukum Islam dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.22

Jurnal karya Emmy Febriani Thalib yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perlu adanya Undang-Undang
khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi konsumen
online. Karena di Indonesia belum adanya peraturan spesifik yang mengatur

marketplace itu sendiri. Padahal data-data pribadi seperti nomor handphone, email,

22Ahmad Syaichoni, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bay’ al Salam dan E-
Commerce (Komparisi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, No.
2, Vol. 3 (November 2015).
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hingga yang paling sensitif seperti jejak data kartu kredit masih menjadi risiko bagi
pegiat belanja online.?

Skripsi karya Didin Sumasyhari yang berjudul “Perlindungan Konsumen E-
Commerce pada Lazada.co.id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum
Positif”. Dalam skripsi ini menjelaskan upaya perlindungan konsumen oleh Lazada
terdapat dalam peraturan kontrak baku beserta syarat dan ketentuan (Term of Use)
penggunaan maupun penjualan Lazada. Disini dijelaskan bahwa upaya
perlindungan konsumen tersebut berfokus pada dua hal yaitu pengembalian dana
(refund) dan pengembalian produk (Return). Jika melihat dari kacamata Hukum
Islam hal tersebut sudah sesuai, dimana telah terdapat konsep khiyar yaitu
khiyarsyart, khiyar ru’yah dankhiyar ‘aib (cacat).?*

Skripsi karya Ruth Serenia yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada situs belanja online
Shopee”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait pengaturan mengenai perlindungan
konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dimana peraturan tersebut telah
diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini fokus pembahasan pada

upaya perlindungan konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli secara

ZEmmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal ITUS STMIK STIKOM Indonesia, No. 2, VVol. 7 (Agustus
2019).

2Didin Sumasyhari, “Perlindungan Konsumen E-Commerce pada Lazada.co.id Tinjauan
Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif”, Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam
Negeri (IAIN) Surakarta (2016).
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online di Shopee. Bentuk pertanggung jawaban Shopee terhadap konsumen yang
dirugikan telah diatur melalui syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang dapat
diakses di situs Shopee, yaitu dengan penyediaan sarana pelaporan konsumen,
pemblokiran konten-konten negatif, pemberian garansi Shopee, perlindungan
terhadap data-data pribadi dan kartu kredit konsumen.?®

Skripsi karya Habibullah Sukma yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Online (Studi
Pengguna Shopee di Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait
perlindungan konsumen dari pandangan hukum Perlindungan Konsumen adanya
pembelian pakaian di Shopee yang tidak sesuai dengan pesanan dan terjadi
kesalahan pengiriman. Dari tinjauan hukum Islam yaitu magashid ‘ammah dan
magashid khassah yang diterapkan konsumen dalam berbelanja di Shopee.?®

Skripsi karya Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen
Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep perlindungan hak-hak
konsumen transakasi e-commerce dalam hukum Islam berdasarkan asa
keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa
paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari

kemudharatan dan hak &k#iyar. Perlindungan konsumen dalam hukum positif

ZRuth Serenia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam
Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara Medan (2019).

%Habibullah Sukma “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam
Jual Beli Pakaian Online (Studi Pengguna Shopee di Yogyakarta)”, Skripsi sarjana Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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mempunyai tujuan yang sama dengan yang ditawarkan hukum Islam yaitu
menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk
memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perbedaan dalam aturan
hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak
dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen
perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan
syarat, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan
dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.?’

Jurnal karya Muhammad Majdy Amiruddin yang berjudul “Khiyar (hak
untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara
dan Blibli”. Dalam jurnal ini menjelaskan perihal menganalisis jenis khAiyar dan
aplikasinya terhadap jual beli online yang sedang menjamur di Indonesia serta
membandingkannya terhadap lazada, zalora dan blibli. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa khiyar ‘aib diaplikasikan oleh ketiga situs tersebut, sedangkan
khiyar ru’yah hanya diaplikasikan oleh lazada.?®

Jurnal karya Dianne Eka Rusmawati yang berjudul “Perlindungan Hukum

bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce”. Jurnal ini menjelaskan pihak-pihak

21 Solikhin, “Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga (2014).

ZBMuhammad Majdy Amiruddin, KhAiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line:
Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli”, Jurnal Ekonomis Syariah Falah, Universiti
Sains Islam Malaysia, Vol. 1, No.1 (Februari 2016).
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yang terlibaat dalam transaksi e-commerce. Kemudian dijelaskan pula bentuk
perlindungan hukum Undnag-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya
konsumen berhaak untuk memperoleh barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
penjual berkewajiban memenuhi hak tersebut. Dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu pelaku
usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan
produk yang ditawarkan.?®

Jurnal karya Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, Agus Suwandono
yang berjudul “Implementasi Asas I’tikad Baik dalam Perlindungan
Konsumen atas Pembatalan Transaksi yang Dilakukan oleh Situs Belanja
Elektronik”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya implementasi hak
konsumen terkait pencatuman informasi sesuai dengan deskripsi produk yang
ditawarkan sesuai dengan 4 angka (3) jo. Pasal 7 huruf (b) UUPK dan Pasal 9
UU ITE masih belum diterapkan oleh beberapa marketplace di Indonesia.
Namun, pedoman dalam syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik
sudah diterapkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 18 ayat (1)
UU ITE, sehingga marketplace berhak untuk melakukan pembatalan

transaksi akibat dari kelalaian informasi. Tanggung jawab pengelola situs

Dianne Eka Rusmawati, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce”, Jurnal Justisia Jurnal llmu Hukum,Vol. 7, No. 2, (Mei-Agustus 2013).
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adalah wajib memberikan ganti kerugian yang didasarkan pada negosiasi
terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK dan
Pasal 39 ayat (2) UU ITE untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya
ganti rugi yang akan diberikan.®

Jurnal Muhammad Khisom yang berjudul “Akad Jual Beli Online
dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam jurnal ini
dijelaskan bahwa Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya
mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan
syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam
sistem hukum perikatan Islam. Selain itu, transaksi jual beli online juga
mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam
fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui
surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli
melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan
prinsip suka sama suka (kerelaan). Dalam hukum positip dapat mengacu pada UU
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.3!

Beberapa sumber penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian yang

berkaitan dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti, yaitu perlindungan

%0Amila Desiani dkk.,“Implementasi Asas I’tikad Baik dalam Perlindungan
Konsumen atas Pembatalan Transaksi yang Dilakukan oleh Situs Belanja Elektronik”, Jurna
ACTA DIURNALFakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 2, No. 1 (Universitas Padjajaran:
Desember 2018).

31 Muhammad Khisom, “Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif”, Jurnal Pascasarjana Universitas Islam Malang, Vol. 21, No. 1 (Januari 2019).
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konsumen jual beli secara online berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum
Islam. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penyusun dalam hal
ini lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen jual beli secara online di
marketplace dan membandingkan beberapa marketplace yang sering digunakan
masyarakat, dimana dalam perbandingan ini penyusun menekankan pada sistem
dan implementasi perlindungan konsumen di marketplace Tokopedia, Shopee dan

Lazada.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, referensi atas suatu
masalah, dan teori untuk membedah kasus yang diteliti. Untuk menganalisis
perlindungan konsumen di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada, penyusun
menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Berdasarkan hukum positif Indonesia penyusun menemukan beberapa
peraturan dan undang-undang yang mengatur perihal perlindungan konsumen
dan transaksi elektronik serta terkait dengan perjanjian akad para pihak dalam
jual beli. Peraturan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a) Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan
setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
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lain, dan untuk tidak diperdagangkan.®? Dalam penelitian ini hanya difokuskan
kepada konsumen akhir sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

Terhadap lalu lintas transaksi di marketplace perlu adanya pelindungan
hukum terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan hak-hak konsumen diantaranya :*3

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas , dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

0. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

32pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
$pasal 4.
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-udangan
lainnya.

Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi hukum, agar
terjadi keseimbangan dengan hak konsumen seperti yang telah disebutkan
pada uraian sebelumnya, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban
sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:3*

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Mamperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang belaku;

34 Pasal 7.
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

b) Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik
Transaksi elektronik meskipun telah ada regulasi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, tetapi diperlukan peraturan lagi terkait dengan
sistem jual beli elektronik itu sendiri. Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik cukup mengakomodir hal ini, dalam beberapa pasal
terdapat pasal yang menjadi landasan perlindungan konsumen yaitu terkait
dengan kewajiban pelaku usaha dalam bertransaksi secara elektronik.
Beberapa pasal tersebut yaitu Pasal 8, 9, 17 dan 28 Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Adapun dipertegas lagi dalam PeraturaN
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang sedikit banyaknya lebih diperjelas
dalam pengaturan transaksi elektronik. Adapun dalam Pasal 48 dijelaskan

yaitu:*®

35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
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1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang
penawaran kontrak atau iklan.

3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen
dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim
dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak
atau terdapat cacat tersembunyi.

4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang
telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.

Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban
membayar barang yag dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar

kontrak.

c¢) KUHPerdata
Permasalahan-permasalahan dalam jual beli di marketplace bisa
dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk wanprestasi dalam KUHPerdata yang
mana menurut subekti sebagai berikut:

1) Tidak melakukan sesuai perjanjian.

36 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Internusa, 1987), him. 45.
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2) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana
yang diperjanjikan.
3) Terlambat untuk memenuhi perjanjian.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam
Hukum Islam juga telah menerapkan asas-asas untuk melindungi konsumen dalam
transaksi bisnis, diantaranya at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq,
al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, Keamanan dan keselamatan, dan at-zaradhin.’”
a. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam
Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian
serius dari pelaku usaha, yaitu:®
1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan
terhindar dari pemalsuan
2. Hak atas keamanan mengonsumsi barang/jasa
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak atas kesesuaian nilai tukar
5. Hak atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya

6. Hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi (kAiyar)

37 Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999” Jurnal IUS IAIH NW Lombok Timur, No. 9, Vol. Ill (Desember, 2015),
him. 529.

38 Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam
(Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 195-234.
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Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat
produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku
usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika
dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima,
yaitu:®

1+ Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman e

2. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman ‘Aqdin)

3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin)
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah)
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur)

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan
secara spesifik, tetapi untuk memberikan keseimbangan dan keadilan dijelaskan
sebagai berikut:*°

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa
yang akan dibeli atau digunakan;

3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan di-

landasi rasa saling rela merelakan (zaradhin), yang terealisasi dengan

adanya ijab dan gabul (sighah);

%9 1bid, hlm. 235-239.

40 Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999” Jurnal IUS IAIH NW Lombok Timur, No. 9, Vol. Ill (Desember, 2015),
him. 532.
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4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan

perlindungan konsumen.

b. Syarat sah objek jual beli

Syarat objek yang diperjualbelikan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah yaitu:*

a.

b.

Barang yang dijualbelikan harus sudah ada

Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki
nilai/harga tertentu.

Barang yang dijualbelikan harus halal.

Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang
dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual.

Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak
memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

¢. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

1) Jual Beli yang dilarang karena Ahliyah Pelaku Akad.

Para fugaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap

orang yang telah baligh, berakal, dapat memilih, mutlak tasarruf (dapat

41 Buku 11, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 76.
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melakukan tindakan bebas). Adapun orang-orang yang tidak sah jual beli
belinya adalah sebagi berikut:*?
a. Orang gila.
b. Anak kecil.
c. Orang buta (tunanetra).
d. Orang yang dipaksa.
e. Jual beli barang milik orang lain tanpa izin,
f. Orang yang dilarang membelanjakan harta (mahjur ‘alaih) karena
kebodohannya.
0. Mujla vyaitu orang yang terpaksa menjual hartanya guna
menyelamatkan hartanya dari orang yang dzalim.*?
2) Jual beli yang dilarang karena sigah
Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan
kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan gabul dalam hal
yang wajib terdapat kerelaan atasnya. Jual beli tidak sah dalam beberapa
hal, diantaranya adalah sebagai berikut.**
a. Jual beli mu‘atah yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas

harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya

42Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010), V: 162.

“1bid., him. 163.

“1bid.
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memberikan satu sama lain tanpa ada ijab dan gabul, atau terkadang
terdapat lafal dari salah satu dari keduanya.

Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat).

Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami.

Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad.

Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.
Jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu

yang akan datang.*

3) Jual beli yang dilarang karena karena ma ‘qud ‘alaih (objek jual beli).

Para fugaha sepakat bahwa jual beli sah jika ma ‘qud‘alaih-nya berbentuk

harta yang bernilai, tertentu ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua

pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh

syara’.
a.

b.

46

Jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang.

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai).

Jual beli mengandung unsur penipuan (garar).

Ibnu Juzai berkata bahwa garar (unsur penipuan) ada sepuluh
macam Yaitu, sulit menyerahkannya, ketidaktahuan terhadap jenis
harga dan barang, ketidaktahuan terhadap sifat harga dan barang,

ketidaktahuan terhadap ukuran barang dan harga, ketidakjelasan

“1bid., him. 164-165.

“¢ 1bid., him. 168.
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waktu, dua jual beli dalam satu jual beli, jual beli sesuatu yang tidak
bisa diharapkan keselamatannya, jual beli hasah(batu kerikil), jual
bali munabazah, jual beli mulamasah.

e. Jual beli najis atau yang terkena najis.

f. Jual beli air.

g. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.

h. Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak
terlihat.
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli sah tanpa melihat dan tanpa
menyebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyarketika
melihatnya.

i. Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima.

j. Jual beli buah-buahan atau tanaman.

d. Prinsip At Taradi
Pada dasarnya dalam bermuamalah harus ada keridhaan dari para pihak. Dasar
asas ini terdapat dalam kalimat <an zaradin minkum (saling rela di antara kalian,
QS. An-Nisa: 29). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan
harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Transaksi yang di
lakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang
saling rela di antara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan,
paksaan, tipuan, dan miss statemen. Jika asas ini mengharuskan tidak adanya

paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun, kondisi ini di
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implementasikan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sigah ijab dan
gabul serta adanya hak khiyar.*’

Selain khiyar terdapat beberapa unsur pendukung at-zaradiyang lain,
yaitu syarat-syarat obyek jual beli (a/-mabi) yang kesemuanya secara praktis
mendorong lahirnya kerelaan bagi calon pembeli. Syarat-syarat itu adalah:®

1. Barang milik penjual;

2. Barang berada di bawah kekuasaannya;

3. Halal dijual;

4. Tidak terdapat unsur riba;

5. Kausa yang halal,

6. Alat tukarnya halal,

7. Barang dapat disaksikan.

Adanya sarana pendukung at-zaradfi, dikuti pula oleh sarana perusak at-
taradi. Perusak at-zaradi perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa suatu
akad itu benar-benar telah memenuhi prinsip (syarat) at-zaradi, sehingga sah
hukumnya. Unsur perusak kerelaan itu diantaranya adalah pemaksaan (ikrah).
Unsur perusak lainnya adalah khilaf (al-gilt), yaitu menyebutkan suatu barang
dengan spesifikasi tertentu yang dikehendaki dalam akad, tetapi berbeda dalam
kenyataannya. Jelas, keadaan tersebut akan berdampak kepada hilangnya

kerelaan pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya.

47 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), him. 157.

4 Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip a¢-Taradi dalam Akad-akad Muamalat”, Jurnal
Aplikasia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, No. 17, Vol.1 (2017), him. 55.
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Kaitannya dengan akad, khilaf dibedakan menjadi dua macam, pertama, khilaf
yang membatalkan akad, yakni jika sifat atau jenis yang disebutkan itu berbeda
dengan kenyataannya. Kedua, khilaf yang tidak membatalkan akad, yaitu jika
sifat dan jenis barang itu tidak berbeda menurut isyarat dan penilaian indera,
namun kenyataannya berbeda. Dan unsur perusak yang terakhir yaitu

penipuan.*®

e. Khiyar

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya,
karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada
waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada
rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau
setuju.>® Adapun hak khivaryang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Khiyarasy-syart

Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya
syarat tertentu. Khiyar asy-syart diperbolehkan dengan menentukan jangka

waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.>

Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat”, Jurnal
Aplikasia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, No. 17, Vol.1 (2017), hlm. 55-57.

%0 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 408.

S1Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
him. 97.
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b. Khiyar al-‘aib

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli
karena adanya unsur ‘aib.>?
c. Khiyar ar-ru’yah

Yakni hak pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya,
setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi
dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis
akad, kalaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah
barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung
kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia meneruskan jual belinya dan
apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli

dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.>®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, memahamitentang
suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung
dan/tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstektual, dan menyeluruh.>

Adapun pendekatan dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

*2lbid., 99.

53Ahmad Wardi Musclih, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 236.

SMuri  Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan(Jakarta:
Prenadamedia, 2014), him. 328.
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1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian lapangan (field Research). Metode field reseacrh merupakan
penelitian ke lapangan untuk mengadakan tentang suatu fenomena dalam
suatu keadaan alamiah.®® Menurut Hadari, penelitian lapangan (field
research) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitiaan
(seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang
tampak dan sebagainya.>®
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif
analisis, yaitu penyusun akan menjabarkan gambaran perlindungan
konsumen di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Kemudian
penyusun akan menganalisis pelaksanaan perlindungan kosumen di 3 (tiga)
marketplace tersebut dari tinjauan hukum positif dan hukum Islam.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis
dan normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan

konsumen dan transaksi jual beli online. Pendekatan normatif adalah

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-35(Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2016), him. 26.

6Hadari Nawawi, Metode Penelitian di Bidang Sosial, cet. ke-8 (Yogyakarta, Gajah Mada
Universitas Press, 1998), him. 63.
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pendekatan melalui hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits, Figh dan pendapat

ulama terkait dengan jual beli dan perlindungan hak-hak konsumen menurut

hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara
Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (in depth
interview).>” Selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang
paling efektif. Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka
langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi, fakta-fakta
yang ada dan pendapat, maupun persepsi diri dan bahkan saran-saran
responden.>® Wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara dengan
konsumen Tokopedia, Shopee dan Lazada yang pernah mengalami
permasalahan sesuai indikator yang diambil penyusun.

b. Pengamatan
Metode dilakukan melalui suatu observasi secara langsung dengan
melakukan praktek jual beli di marketplace Tokopedi, Shopee dan Lazada
untuk megetahui secara nyata sistem perlindungan konsumen di ketiga
marketplace tersebut. Kemudian penyusun akan menuangkan dalam
bentuk tulisan implimentasi dari sistem di marketplace tersebut.

c. Dokumentasi

SAnis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), him.61.

8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Ed. 1, cet. ke-2(Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), him. 57.
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam jenis, gambar,
foto, dan video tentang objek penelitian. Dokumentasi bisa berupa bahan-
bahan tertulis yang diterbitkan lembaga objek penelitian terkait seperti,

peraturan, gambar, dan prosedur.

5. Analisis data

Penyusun menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini
menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan dengan menganalisis
data secara umum kemudian di analisis dari hukum positif dan hukum Islam,
sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti secara

khusus berupa kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terstruktur,
terarah, dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya
sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan gambaran alasan penelitian dan prosedur
ilmiah dalam melakukan suatu penelitian. Berisi pendahuluan, yang kemudian
dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan sebagai
pisau bedah untuk menganalisis perlindungan konsumen transaksi jual beli

online di marketplace. Dalam bab ini akan menguraikan teori Perlindungan
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Konsumen dalam Hukum Positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang
perlindungan konsumen dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam
yaitu hukum Islam tentang perlindungan konsumen menurut hukum Islam
diantaranya, jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang di larang dalam
Islam. prinsip at-taradi, dan khiyar.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran praktek jual beli di 3 (tiga)
marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Penyusun akan menjabarkan dan
menjelaskan gambaran praktek jual beli dan praktek perlindungan konsumen
di 3 (tiga) marketplace tersebut.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan inti dari penelitian ini.
Pada bab ini berisi pemaparan analisa penyusun terhadap perbandingan
perlindungan konsumen di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Lazada dari
kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam sesuai dengan teori yang dijadikan
sebagai pisau bedah analisis.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari semua rangkaian bab dalam
penelitian ini. Pada bab ini  Dberisi kesimpulan dan saran, kesimpulan
merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian yang telah
diuraikan berdasakan analisis secara Hukum positif dan Hukum Islam. Saran
merupakan rujukan dari hasil pemikiran penyusun terkait dengan perlindungan

konsumen pada transaksi jual beli online di marketplace.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran perlindungan konsumen di marketplace Tokopedia yaitu dengan
adanya Pusat Resolusi, yang mana dengan Pusat Resolusi Tokopedia akan
menfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi antara penjual dan
konsumen. Selain itu Tokopedia akan menahan dana konsumen sampai
dengan barang yang dikirim penjual sesuai dan konsumen menyatakan
bahwa pesanan telah diterima. Pengembalian dana akan dilakukan ketika
terjadi kelebihan pembayaran dari pembeli, pesanan tidak sampai, penjual
tidak menyanggupi order atau pembatalan sepihak oleh penjual, penjual
tidak mengirimkan barang pesanan.

Perlindungan konsumen di marketplace Shopee vyaitu dengan
diberikan garansi Shopee untuk melindungi konsumen dari risiko tanggung
jawab serta penahanan dana oleh garansi Shopee sampai ada konfirmasi
bahwa barang telah diterima dengan baik oleh konsumen. Pengembailan
barang/dana dilakukan Shopee apabila barang belum diterima oleh pembeli,
barang cacat atau rusak, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan.

Perlindungan konsumen di marketplace Lazada yaitu dengan

mengisi formulir pengembalian barang. Penggantian produk barang hanya

210
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jika Lazada setuju, jika Lazada setuju maka dana konsumen akan
dikembalikan dan seluruh komponen barang wajib diserahkan kepada
penjual. Selain itu pengembalian barang di Lazada dilakukan apabila barang
tidak sesuai dengan pesanan, menerima produk rusak atau salah dan jika
terjadi pembatalan sepihak maka Lazada akan mengembalikan dana
konsumen.

. Pelaksanaan perlindungan konsumen di Tokopedia berdasarkan hukum
positif adalah telah memberikan informasi lengkap berkaitan dengan syarat
kontrak, perlindungan hak konsumen berupa ganti rugi pengembalian
dana/barang, dan penyelesaian sengketa melalui pusat resolusi. Namun,
penjual di Tokopedia masih ada yang belum memenuhi hak-hak kosumen
seperti hak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi dan
jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang serta melanggar pasal 16 UUPK yang
mana tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai yang dijanjikan dan tidak menepati janji atau suatu prestasi.
Kemudian tidak sesuai pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam hal penipuan yang
dilakukan oleh penjual di Tokopedia.

Perlindungan konsumen di Shopee berdasarkan hukum positif
adalah memberikan informasi terkait syarat kontrak tetapi belum
sepenuhnya lengkap karena belum ada syarat dan ketentuan terkait
pembatalan sepihak dan memberikan garansi yang merupakan penahanan

dana konsumen untuk nantinya dikembalikan jika terjadi permasalahan
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yang menjadi sebab pengembalian dana. Namun, masih banyak penjual di
Shopee yang belum memenuhi hak konsumen, seperti hak untuk
mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
yang diterima tidak sesuai perjanjian serta melanggar pasal 16 UUPK yang
mana tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai yang dijanjikan dan tidak menepati janji atau suatu prestasi.
Kemudian tidak sesuai pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam hal penipuan yang
dilakukan oleh penjual di Shopee.

Perlindungan konsumen di Lazada berdasarkan hukum positif
adalah memberikan informasi lengkap terkait syarat kontrak dan adanya
pengembalian dana atau barang oleh Lazada maupun penjual di Lazada.
Namun dalam penerapannya, ada hak-hak konsumen yang masih banyak
belum dipenuhi oleh penjual di Lazada seperti, hak untuk mendapatkan
barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima
tidak sesuai perjanjian serta melanggar pasal 16 UUPK yang mana tidak
menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang

dijanjikan dan tidak menepati janji atau suatu prestasi. Penjual di Lazada
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juga masih ada yang belum memenuhi pasal 9 UUPK yang mana penjual
dilarang menawarkan, mengiklankan dan mempromosikan suatau barang
dan atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah baran dan/atau jasa tersedia.

Pelaksanaan perlindungan konsumen di marketplace berdasarkan
Hukum Islam belum sesuai dengan asas-asas dalam etika bisnis Islam
karena masih terdapat penjual yang belum memenuhi hak-hak konsumen
berdasarkan hukum Islam dengan memberikan ganti rugi (dhaman) yang
seharusnya dipenuhi oleh penjual di marketplace sehingga dapat merusak
prinsip at-zaradi kedua pihak. Kemudian ada beberapa penjual yang masih
melakukan penipuan dalam melakukan penjualan di marketplace sehingga
jual beli tersebut dilarang dalam hukum Islam karena merupakan jual beli
yang mengandung unsur garar. Dari masing-masing marketplace telah
menerapkan hak khAiyarsebagai berikut:

a) Tokopedia berdasarkan hukum Islam telah menerapkan khiyar asy-
syart dalam hal terjadi barang yang dipesan tidak sesuai, pembatalan
sepihak oleh penjual, pesanan mengalami keterlambatan/tidak terkirim
dan pesanan mengalami keterlambatan/tidak terkirim, Khiyar al-‘aib
pada permasalahan barang rusak/cacat dan khiyar ar-ru’yah dalam hal
barang tidak sesuai pesanan dan barang rusak/cacat untuk melindungi
hak konsumen sehingga terciptanya at-taradi antara penjual dan
konsumen.

b) Pelaksanaan pelindungan konsumen di Shopee berdasarkan hukum

Islam telah menerapkan khiyar ar-ru’yah pada permasalahan barang
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yang diterima tidak sesuai dengan pesanan pesanan mengalami
keterlambatan/tidak terkirim dan barang rusak/cacat, khiyar al-‘aib
apabila barang yang diterima rusak/cacat, dan khiyar asy-syart pada
permasalahan barang yang diterima tidak sesuai pesanan dan barang
rusak/cacat saat diterima dalam menjamin a¢-taradi antara penjual dan
konsumen. Terkait dengan pembatalan sepihak, Shopee tidak
menerapkan khiyar asy-syart di awal atau dalam sistem ketentuan.

c) Pelaksanaan pelindungan konsumen di Lazada berdasarkan hukum
Islam telah menerapkan khiyar ar-ru’yah pada permasalahan barang
yang diterima tidak sesuai pesanan dan barang rusak/cacat, khiyar al-
‘aib pada permasalahan barang yang diterima rusak/cacat, dan khiyar
asy-syart apabila terjadi permasalahan barang yang diterima tidak
sesuai pesanan, pembatalah sepihak oleh penjual, pesanan mengalami
keterlambatan/tidak terkirim dan barang rusak/cacat dalam rangka

untuk menjamin adanya at¢-taradi antara penjual dan konsumen.

B. Saran

1. Bagi marketplace, supaya lebih melakukan pengawasan dan manajemen
serta lebih mengedukasi konsumen dalam sistem syarat dan ketentuan
dengan implementasi yang terjadi dilapangan agar dapat meminimalisir
kerugian yang terjadi dan konsumen bisa memperoleh haknya sesuai dengan
ketentuan yang ada. Memberikan peraturan yang mengatur antara penjual,

konsumen dan pihak jasa pengiriman serta memberikan fasilitas atau jalur
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pengaduan konsumen kepada pihak jasa pengiriman untuk menjamin
kepastian pengiriman barang.

Bagi penjual, supaya memperhatikan syarat dan ketentuan di marketplace
sebelum melakukan penjualan. Hal ini untuk mencegah adanya
inkonsistensi sistem di marketplace dengan yang terjadi dilapangan.
Memberikan kejelasan informasi dan dapat bersinergi dengan peraturan di
marketplace untuk menjamin hak-hak konsumen.

Bagi konsumen, hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dalam
melakukan belanja melalui e-commerce, memperhatikan syarat dan
ketentuan atau kontrak yang diberlakukan marketplace agar konsumen
dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan menjadi
konsumen yang cerdas dan berhati-hati dalam belanja di marketplace maka
konsumen bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi, seperti dalam hal
jika barang pesanan diterima jangan langsung megklik “pesana diterima”
tetapi diharuskan untuk mengecek barang dulu agar jika barang tidak
sesuaai bisa melakukan komplain kepada pihak penjual atau marketplace.
Bagi pemerintah, pemerintah perlu menyusun peraturan perundangan baru
yang lebih mendetail dan secara khusus yang mana peraturan tersebut dapat
mengakomodir seluruh elemen dalam transaksi jual beli online. Karena
peraturan perlindungan kosumen dan peraturan informasi dan transaksi
elektronik belum sepenuhnya dapat megakomodir transaksi jual beli online.

Sehingga selain rekontruksi peraturan perundangan jual beli elektronik,
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diperlukan juga rekontruksi peraturan perundangan terkait perlindungan

konsumen.
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